MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN SERTA SERTIFIKASI

o

PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
tentang Kepelautan telah diatur ketentuan memgenai
pengawakan kapal penangkap ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, maka
perlu mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan, ujian serta
sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan, dengan Per=turan
Menteri;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pela yaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomr-or 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri<anan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom¢ r 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepe autan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norm or 13
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920);

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 t¢ ntang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Org: nisasi
dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah d=ngan
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 1997
tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Pelaut:
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6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahum 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhub ungan
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir d engan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 20 O4;

Memperhatikan : surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.253/SJ/HK.1< QO/IV/04

Tanggal 1 April 2004 Perihal usulan Ujian Negara, Sert ifikasi,
Pengukuhan dan Pengawakan Kapal Penangkap lkan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCI DIKAN

DAN PELATIHAN, UJIAN SERTA SERTIFIKASI PELAUT APAL
PENANGKAP IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan sebagai kapal penarg kapan
ikan, paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yan g tidak
dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk ke giatan
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendir< inkan,
menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya.

Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan adalah sertifikat kompeters i yang
merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaar pelaut
kapal penangkap ikan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakanrm oleh
Dewan Penguji Keahlian Pelaut untuk semua jenjang pendidikan dan p=l atihan
pelaut kapal penangkap ikan.

Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan adalah pengakuan te r hadap
keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal penangkap ikan < etelah
lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksanan Teknis Diklat

keahlian pelaut kapal penangkap ikan atau unit diklat kepelautan perikanan Iainnya
yang terakreditasi.

Pengukuhan adalah pemberian kewenangan jabatan di atas kapal penangka p ikan
sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran kapal dan daerah pelayaran

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat.
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(1)

Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAUT
KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 2

Diklat Pelaut Kapal Penangkap lkan diselenggarakan oleh Menteri yang berta ggung
jawab di bidang perikanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Diklat Pelaut Kapal Penangkap lkan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Diklat Perikanan atau Badan Hukum Pendidikan berdasarkan sistem standar mutu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujia n dan
sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan M 4enteri
yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

Pasal 3

Jenis Diklat Pelaut Kapal Penangkap lkan, terdiri dari :

a.

b.

Diklat Profesional Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
Diklat Fungsional Pelaut Kapal Penangkap lkan; dan
Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan.
Pasal 4
Diklat Profesional Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalaT Pasal
3 huruf a, merupakan Diklat formal untuk mendapatkan Sertifikat Keahliar Pelaut
Kapal Penangkap lkan.
Diklat Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan; dan
b.  Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan.

Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud dalam =\/at (2)
huruf a, memiliki jenjang :

a.  Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat |;
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b. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il; dan
c. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat lll.

(4) Diklat Anli Teknika Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud dalam ay-at (2)
huruf b, memiliki jenjang :

a. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat I;

b. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat II; dan

c. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat lIl.
Pasal 5

(1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakar Diklat
non formal peningkatan jenjang profesi pelaut kapal penangkap ikan.

(2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat ;
b. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il
c. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III;
d. Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat |;
e. Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il
f.  Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat IlI;
g. Diklat Fungsional Rating Kapal Penangkap Ikan Tingkat Dasar.
Pasal 6
(1) Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksuc dalam

Pasal 3 huruf c, merupakan Diklat kecakapan untuk melakukan pekerjaan : ertentu
pada kapal penangkap ikan.

(2) Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), terdiri dari :

a. Diklat Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Basic Safety Training
for all Fishing Vessel Personnel),

b. Diklat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (Advanced Fire Fighting);

c. Diklat Keterampilan Pertolongan Medis Darurat (Medical Emergency Firs: Aid),
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)

©)

(1

d. Diklat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Bozrd);
e. Diklat Keterampilan Simulasi Radar (Radar Simulator);
f. Diklat Keterampilan Simulasi ARPA (ARPA Simulator),

g. Diklat Keterampilan Operator Radio Umum untuk GMDSS (Genera' Radio
Operator Certificate/GOC for the GMDSS),

h. Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (Restricted Radio
Operator Certificate/ROC for the GMDSS);

i Diklat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Profic'< ncy in
Survival Craft and Rescue Boats),

j.  Diklat Keterampilan Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer).
BAB IlI

PENYELENGGARAAN UJIAN PELAUT KAPAL
PENANGKAP IKAN

Pasal 7
Untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan atau Sertifix at Ahli
Teknika Kapal Penangkap lkan, diwajibkan lulus Ujian Keahlian Pelau: Kapal
Penangkap lkan.
Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam z:yat (1)
diselenggarakan olen Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang dibent_i< oleh
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
DPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah lembaga mandiri.

Pasal 8

Susunan keanggotaan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri
dari:

a. Ketua;

b. Ketua I, seorang ahli kepelautan kapal niaga, dan Ketua |l, seoran g abhli
kepelautan kapal penangkap ikan;

c. Sekretaris:

d. Sekretaris |, seorang ahli kepelautan kapal niaga, dan Sekretaris Il, seoramg ahli
kepelautan kapal penangkap ikan;

e. Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya.
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(2) Masa jabatan keanggotaan DPKP berlaku selama 2 (dua) tahun.

(3) Tugas dan wewenang DPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Pe r aturan
ini.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal membentuk Panitia Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangka p Ikan
(PUKP-KAPIN) sebagai pelaksana ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasel 7 ayat
(1).

(2) PUKP-KAPIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksa nakan
tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan DPKP.

(3) Masa jabatan keanggotaan PUKP- KAPIN berlaku selama 1 (satu) tahun.

(4) PUKP-KAPIN dibentuk pada Unit Pelaksana Teknis Diklat Perikanan yarg telah
terakreditasi oleh Departemen yang membidangi perikanan.

(5) Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan dilaksanakan di lembaga diklat
perikanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PUKP- KAPIN.

(6) Tugas dan wewenang PUKP- KAPIN sebagaimana tercantum dalam Lamp iran |l
Peraturan ini.

Pasal 10

Penetapan keanggotaan DPKP yang membidangi perikanan dan keanggotaan FPUKP-
KAPIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), didzsarkan

atas usulan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
perikanan.

Pasal 11
Persyaratan untuk mengikuti ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagcaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk masing-masing jenis dan tingkat keahlian pelaut
kapal penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Peraturan ini.

Pasal 12
Mata Ujian untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika atau Teknika Kapal Penangka p Ikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk masing-masing jenis dar tingkat

keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan tata tertib penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan diatur
dan ditetapkan oleh DPKP.
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Pasal 14

Bagi peserta yang lulus ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebaca imana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan Sertifikat Ahli Nautika atau Sertificat Ahli
Teknika Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan jenis dan tingkat ujian yang ditempu n .

BAB IV
SERTIFIKASI KEAHLIAN PELAUT KAPAL PENANGKAP |IKAN
Pasal 15

(1) Sertifikat Pelaut Kapal Penangkap lkan terdiri dari Sertifikat Keahlian PelaLt Kapal
Penangkap lkan dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan.

(2) Jenis dan tingkat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan, terdiri dari

Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat | (ANKAPIN-I);
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il (ANKAPIN-II);
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Il (ANKAPIN-II1);
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat | (ATKAPIN-I);
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il (ATKAPIN-II);
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il (ATKAPIN-III);
Sertifikat Rating Kapal Penangkap lkan.

@mpooT®

(3) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan, terdiri dari:

a. Sertifikat Keselamatan Dasar Awak Kapal Penangkap lkan (Basic Safety
Training for all Fishing Vessel Personnel / BST — F Certificate);

b. Sertifikat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (Advanced Fire =/ ghting
Certificate),

c. Sertifikat Pertolongan Medis Darurat (Medical Emergency First Aid Certific ate);

d. Sertifikat Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Board Certific=t’e),

e. Sertifikat Simulasi Radar (Radar Simulator Certificate),

f.  Sertifikat Simulasi ARPA (ARPA Simulator Certificate),

g. Sertifikat Operator Radio Umum untuk GMDSS (General Radio O Derator
Certificate/GOC for the GMDSS),

h. Sertifikat Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (Restricted Radio O Derator

Certificate/ROC for the GMDSS));

Sertifikat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Skoci Penyelamat (Profic =ncy in
Survival Craft and Rescue Boats Certificate);

J- Sertifikat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer Certificate).

Pasal 16

Bentuk, isi, dan sistem pengamanan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lxzn dan
Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai ket=ntuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPM.Diklat. P.lkan.Fin [C: fFulura/Bag.iKsb.IiKepmen] 7



Pasal 17

Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan, Sertifikat Ahli Teknika Kapal Per.a ngkap
Ikan, dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, penandatanganan, penerbitan, registrasi dan legalisasinya dilakut.a n oleh
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangam yang
berlaku.

BAB V
PENGUKUHAN
Pasal 18

(1) Kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan diberikan melalui penc'J kuhan
yang diterbitkan sesuai dengan jenis dan tingkat Sertifikat Pelaut Kapal Pera ngkap
Ikan, ukuran kapal dan daerah pelayaran.

(2) Pengukuhan terhadap Sertifikat Pelaut Kapal Penangkap lkan diatur sebagai Sesrikut :

a. Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan yang baru dite ~bitkan,
langsung diberikan pengukuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bersamaan
dengan pemberian sertifikat;

b. Sertifikat Pengukuhan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejatat yang
ditunjuk;

c. Pengukuhan tidak berlaku lagi apabila sertifikat keahlian yang dikukuhke m habis
masa berlakunya atau dicabut/dibatalkan.

Pasal 19

Pengukuhan jabatan untuk masing-masing tingkat Sertifikat Ahli Nautika Kapal Per 2 ngkap
Ikan diatur sebagai berikut :

a. pemegang Sertifikat ANKAPIN-I dikukuhkan menjadi Mualim | di kapal pera ngkap
ikan pada semua ukuran kapal penangkap ikan pada daerah pelayaran ¢ isemua
perairan, dan dapat dikukuhkan sebagai Nakhoda di kapal penangkap ikem pada
semua ukuran dan pada daerah pelayaran di semua perairan dengan persyaia tan :

1) pengalaman berlayar sebagai Mualim | sekurang-kurangnya 24 bulan pada
kapal penangkap ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 24 met=r yang
berlayar pada semua perairan, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan
berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau

2) pengalaman berlayar sebagai Nakhoda sekurang-kurangnya 24 bulen pada
kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak kurang dari 12 meter Yyang
berlayar pada semua perairan, dan dari 24 bulan dimaksud diperbol ehkan
berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan;
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pemegang Sertifikat ANKAPIN-II dikukuhkan menjadi Mualim | dikapal pera ngkap
ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 12 meter tetapi kurang dari 24 meter
pada daerah pelayaran Indonesia tidak termasuk Zona Ekonomi Eksklusif InZionesia
(ZEEI) dan dapat dikukuhkan sebagai :

1)  Nakhoda pada kapal penangkap ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 12
meter tetapi kurang dari 24 meter pada daerah pelayaran Indones a& tidak
termasuk ZEE!| setelah berpengalaman berlayar sebagai Mualim | sek urang-
kurangnya 24 bulan di kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak kuramg dari
12 meter, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai pe rwira di
kapal niaga selama 12 bulan; atau

2) Mualim Il pada kapal penangkap ikan semua ukuran di daerah pelayaran
Indonesia tidak termasuk ZEEI setelah berpengalaman berlayar 12 buia n, dan
dari 12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga
selama 6 bulan;

pemegang Sertifikat ANKAPIN-III dikukuhkan menjadi Mualim di kapal per=ngkap
ikan yang panjangnya kurang dari 12 meter pada daerah pelayaran tidak let> ih dari
60 mil dari garis pantai di perairan Indonesia tidak termasuk ZEEl dan dapat
dikukuhkan sebagai :

1) Nakhoda pada kapal penangkap ikan yang panjangnya kurang dari 1z meter
pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai perairan
Indonesia tidak termasuk ZEEI| setelah berpengalaman berlayar sebagai Mualim
sekurang-kurangnya 24 bulan di kapal penangkap ikan yang panz=ngnya
kurang dari 12 meter, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan terlayar
sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau

2) Mualim Il pada kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak lebih <dari 24
meter pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai perairan
Indonesia tidak termasuk ZEEI| setelah berpengalaman berlayar 12 bulan
sebagai perwira jaga, dan dari 12 bulan dimaksud diperbolehkan :-erlayar
sebagai perwira di kapal niaga selama 6 bulan.

Pasal 20

Jabatan untuk masing-masing tingkat Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan
setelah melalui pengukuhan diatur sebagai berikut :

da.

pemegang Sertifikat ATKAPIN-I dikukuhkan menjadi Masinis |l pade kapal
penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama semua ukurantenaga,
dan dapat dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal per=ngkap
ikan yang menggunakan mesin penggerak utama semua ukuran tenaga d engan
persyaratan :
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1)

2)

pengalaman berlayar selama 24 bulan sebagai Masinis Il pada kapal
penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kura ng dari
300 kW dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwvira di
kapal niaga selama 12 bulan; atau

pengalaman berlayar sebagai KKM selama 24 bulan pada kapal pena ngkap
ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 K\ dan
dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga
selama 12 bulan;

pemegang Sertifikat ATKAPIN-II dikukuhkan menjadi Masinis |l dikapal pena ngkap
ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama atau lebih dari 100 kV"/ tetapi
kurang dari 300 kW atau dapat dikukuhkan sebagai :

1)

2)

KKM pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama
sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW setelah berpenga laman
berlayar sebagai Masinis |l sekurang-kurangnya 24 bulan pade kapal
penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kura 1g dari
100 kW dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di
kapal niaga selama 12 bulan; atau

Masinis |ll pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak
utama sama dengan atau lebih besar dari 300 kW setelah berpenca laman
berlayar 12 bulan sebagai Masinis Il pada kapal penangkap ika~ yang
menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 kW dan dari 12
bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga sel ama 6
bulan;

pemegang Sertifikat ATKAPIN-III dikukuhkan menjadi Masinis |l di kapal pera ngkap
ikan yang menggunakan mesin penggerak utama kurang dari 100 kW ata. dapat
dikukuhkan sebagai :

1)

2)

KKM pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama
kurang dari 100 kW setelah berpengalaman berlayar sebagai Mes inis |l
sekurang-kurangnya 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang menggu nakan
mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 kW dan dari 24 bulan di— aksud
diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan;, atau

Masinis Ill pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak
utama sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW s etelah
berpengalaman berlayar 12 bulan sebagai Masinis || pada kapal pera ngkap
ikan yang menggunakan mesin penggerak utama kurang dari 100 kW d &n dari
12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapa niaga
selama 6 bulan.

Pasal 21

Pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang telah mem punyai
masa berlayar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dio erikan
kewenangan yang lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Ujian Pengukuhan.
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(2)

3)

Mata Ujian untuk pengukuhan dalam jabatan, tercantum dalam Lampiran V
Peraturan ini.

Ujian Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh DPKP.

Ujian Pengukuhan dilaksanakan sesuai kebutuhan pemegang Sertifikat K-=ahlian
Pelaut Kapal Penangkap lkan, dalam hal :

a. setelah melalui masa berlayar dalam waktu tertentu dan ingin mer duduki
jabatan di atas kapal yang lebih tinggi dari kewenangan jabatan sebaga imana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;

b. setelah masa berlaku Sertifikat Pengukuhan pelaut kapal penangkap ika m yang
dimiliki habis dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh s-<rtifikat
pembaharuan.

Pasal 22

Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan yang dikeluarkan oleh nega ra lain
dan pemegangnya akan bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berb=ndera
Indonesia harus dikukuhkan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan dari negara lain ie rsebut
diterbitkan berdasarkan Konvensi STCW 1978 dan Amandemen STCVYV' 1995
atau STCW-F 1995;

b. sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Pehangkap lkan diberikan pengakuan se~ara.

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan pemegang sertifikat pela.t kapal
penangkap ikan yang diterbitkan dari negara lain sebagaimana dimaksud dalarm ayat
(1), sesuai dengan jenis dan tingkatnya terlebih dahulu harus dilakukan Ujian
Pengukuhan.

Keraguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan pada lapora n dari
pengawas keselamatan kapal penangkap ikan terhadap kemampuan pela-t yang
bersangkutan melalui temuan langsung, atau laporan pejabat langsung di ates kapal
yang bersangkutan.

Pasal 23

Pembaharuan terhadap Sertifikat Pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan
yang telah habis masa berlakunya dilakukan sebagai berikut :

a.

pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan mempunyzi masa
berlayar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jangka 5 (lima) tahun;

pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan mengikuti uja n dan
dinyatakan lulus;
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c. apabila dianggap perlu wajib mengikuti kursus penyegaran secara lengkap i UPT
Diklat Perikanan; atau

d. melaksanakan praktek berlayar sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan d engan
jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

(1) Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan yang hilang, terbakar atau rusak
dapat diberikan penggantian oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Duplikat/T r iplikat/
Kwarterplikat.

(2) Untuk memperoleh Duplikat/Triplikat/Kwarterplikat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap l|kar harus
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang d itunjuk
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau bukti Sertifikat Keahlian Pelaut
Kapal Penangkap lkan yang rusak;

b. fotokopi laporan kecelakaan kapal (apabila terjadi kecelakaan kapal);
c. fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan (bila ada);

d. surat keterangan dari DPKP yang menyatakan tentang kebenaran £ -=rtifikat
Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang bersangkutan;

e. pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapih
berbaju putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut
untuk keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknik permesinz n.

Pasal 25

Sertifikat Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat Ahli Mesin Kapal Perikanan La.t yang
diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ™Nomor
LPD3/16/3 tanggal 20 Desembaer 1973 dan ljazah Mualim Perikanan Laut atau ljazah Ahli
Mesin Kapal Perikanan Laut Sementara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan 2 irektur
Jenderal Perhubungan Laut Nomor DL.22/1/11-94 tanggal 15 April 1994 dapat ditukar
dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan atau Sertifikat Ahli Teknikz Kapal
Penangkap lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, ¢, d, 2, dan f
dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang o itunjuk
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
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(1)

)

Sertifikat/ljazah Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat/ljazah Ahli Mesir Kapal
Perikanan Laut yang asli;

surat keterangan dari DPKP yang menyatakan tentang kebenaran Sertifike t/’ljazah
Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat/ljazah Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut

pas photo terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi b-erbaju
putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut untuk k < ahlian
nautika dan warna merah untuk keahlian teknika.

Pasal 26

Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil plus untuk nautika atau teknik & yang
diterbitkan berdasarkan Maklumat Pelayaran Direktur Jenderal Perhubungam Laut
Nomor 526/Phb/92 tanggal 1 Agustus 1992 dapat ditukar dengan Sertificat Ahli
Nautika Kapal Penangkap lkan atau Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangka p lkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan f sesuai denger Surat
Keterangan Kecakapan yang dimiliki, dengan mengajukan permohonan K epada
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persy aratan
sebagai berikut :

a. surat keterangan kecakapan 60 mil plus yang asli;

b. surat keterangan dari Syahbandar yang menerbitkan SKK tersebut;

c. pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ,pakaian rapih b erbaju
putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru latt untuk

keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknika.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), berlaku sampai dengan targ gal 31
Desember Tahun 2006.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertent angan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 27 Januari 2005

MENTERI PERHUBUNGA N
ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

CONOIRBLON =

Presiden sebagai laporan;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian ;
Menteri Dalam Negeri,

Menteri Pertahanan;

Menteri Keuangan;

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Menteri Kelautan dan Perikanan,;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,;
Sekretaris Negara;

Kepala Staf TNI-AL;

Kepala Kepolisian RI;

Para Gubernur;

Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang dan Kabadan Diklat Perhubungar;
Para Bupati/Walikota;

Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I,11,1Il dan IV;
Ketua DPP INSA;

Ketua DPP PELRA,;

Ketua DPP APBMI;

Ketua DPP Gafeksi/INFA,

Ketua DPP GPEI/GINSI.

esuajdengan aslinya
Aulgm dan KSLN
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LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 27 Januari 2005

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGUJI
KEAHLIAN PELAUT (DPKP)

Tugas dan Wewenang Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP)

1. DKP mempunyai tugas :

a.

oo

@™o

menyelenggarakan kegiatan Ujian Keahlian Pelaut baik Kapal Niaga m aupun
Kapal Penangkap lkan;

menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Ujian;

menyusun, menghimpun, meneliti naskah soal Ujian untuk disimpan dalam
bentuk Bank Naskah Soal Ujian;

menjaga kerahasiaan naskah soal Ujian yang akan diujikan;

menyelenggarakan pendaftaran peserta Ujian sesuai prosedur;

melaksanakan evaluasi dan penetapan hasil Ujian;

menyiapkan, melengkapi data dan menyampaikan ke Direktur Jender al cq.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam rangka penerbitan Se rtifikat
Keahlian Pelaut;

melaporkan penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangka o lkan

kepada Direktur Jenderal dan kepada Menteri yang bertanggung je#vab di
bidang perikanan.

2. Rincian tugas dan wewenang DPKP

a.

Ketua, mempunyai tugas dan wewenang :

1)  mengkoordinir penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut;

2) memimpin sidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian ke ahlian
Pelaut;

3) menetapkan rancangan anggaran biaya DPKP dan mengusulkan k epada
Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Departemen yang memt idangi
perikanan serta mempertanggung jawabkannya;

4) menetapkan naskah soal Ujian Keahlian Pelaut yang diambil dari Bank
Naskah Soal Ujian; _

5) memutuskan pemusnahan berkas hasil Ujian Keahlian Pelaut sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

6) mengadakan penelitan dan evaluasi terhadap pelaksanaar Ujian
Keahlian Pelaut;
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7) menunjuk tenaga supervisi pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut;

8) menyiapkan, melengkapi dan menyampaikan data kepada D irektur
Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam rangka
penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut;

9) menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut k epada
Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Departemen yang bertan ggung
jawab di bidang perikanan setiap selesainya penyelenggaraan Ujian atau
sewaktu-waktu diperlukan.

b. Ketua |, mempunyai tugas dan wewenang membantu Ketua dalam
penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga.

c. Ketua ll, mempunyai tugas dan wewenang :

1) menyelenggarakan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan;

2) memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan penyeleng garaan
Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan;

3) mengajukan rancangan anggaran biaya penyelenggaraan Ujan Ke=ahlian
Pelaut Kapal Penengkap lkan melalui Ketua DPKP kepada Sek retaris
Jenderal Departemen yang bertanggung jawab di bidang perikanan;

4) mempertanggung jawabkan keuangan penyelenggaraan;

5) menetapkan naskah soal Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan
yang diambil dari Bank Naskah Soal Ujian yang diujikan;

6) memutuskan pemusnahan berkas hasil Ujian Keahlian Pelaut Kapal
Penangkap lkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7) menunjuk tenaga supervisi pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal
Penangkap lkan;

8) mengusulkan tenaga penguji bidang perikanan;

9) mengadakan evaluasi penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelau. Kapal
Penangkap lkan;

10) membantu Ketua menyiapkan, melengkapi data dan menyampak an ke
Direktur Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan dalam rangka
penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan;

11) membantu Ketua menyusun laporan penyelenggaraan Ujian Ke=ahlian
Pelaut Kapal Penangkap lkan kepada Direktur Jenderal dan Sek retaris
Jenderal Departemen yang bertanggung jawab di bidang perikanan setiap
selesainya penyelenggaraan Ujian atau sewaktu-waktu diperlukan.

d. Sekretaris mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinir penyeleng garaan
administrasi DPKP.

e. Sekretaris |, mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan adm ~istrasi
penyelenggaraan Ujan Keahlian Pelaut Kapal Niaga.

f.  Sekretaris Il, mempunyai tugas dan wewenang :

1) melaksanakan tugas-tugas administrasi penyelenggaraan Ujan kezahlian
Pelaut Kapal Penangkap lkan;
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7)

melaksanakan penyimpanan dan bertanggung jawab atas soa Ujan
Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan dalam Bank Naskah Soal Uj an:
mengumumkan hasil Ujian Negara Keahlian Pelaut Kapal Penzangkap
lkan;

menyusun rencana anggaran biaya sekretariat bidang perikanan;
mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran kepada Ketua I
menyiapkan data dan kelengkapan dokumen dalam rangka per: erbitan
Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan;

bertanggung jawab atas semua inventaris sekretariat bidang perikan an.

g. Kelompok Tenaga Ahli (Kepelautan Kapal Penangkap lkan), mempunya i tugas
dan wewenang :

1)

2)
3)
4)

o)

menyusun soal-soal beserta jawabannya untuk tiap mata Ujian K =ahlian
Pelaut Kapal Penangkap lkan dan disimpan dalam Bank Naska h Soal
Ujian;

rnjenyusun dan menyiapkan naskah bank soal untuk Ujan Praktek/L ssan;
menyusun sola Ujan Pengukuhan;

memberikan saran tentang penyelenggaraan / Ujian Keahlian Pelaut
Kapal Penangkap Ikan kepada Ketua/Ketua II;

melaksanakan tugas supervisi pelaksanaan Ujian sesuai penugasan .

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

M. HATTA RAJASA

SALINA;N sesual engan aslinya
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LAMPIRAN |l PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR . KM 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 27 Januari 2005

TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT
KAPAL PENANGKAP IKAN (PUKP - KAPIN)

Tugas dan Wewenang Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap> lkan
(PUKP- KAPIN)

1.  PUKP-KPIN mempunyai tugas :

a.
b.

C.

d.
e.

a.

melaksanakan pengujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan;

melaksanakan administrasi pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal
Penangkap Ikan;

melaksanakan koreksi Ujian tertulis dan uji praktek di bawah pengz‘wasan
DPKP;

melaksanakan assessment Ujian pemutakhiran sesuai ketentuan yang berl aku;
melaporkan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap |kan k epada
Ketua DPKP melalui Ketua .

Rincian tugas dan wewenang dari PUKP- KAPIN

Ketua PUKP- KAPIN, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1)  mengkoordinir pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap . kan;

2) menerima dan menjaga kerahasiaan naskah soal Ujian yang akan di jikan;

3) menetapkan pengawas dalam pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal
Penangkap lkan;

4) mengusulkan nama-nama penguji PUKP- KAPIN untuk ditetapkan;

5) melaksanakan pengendalian seluruh kegiatan operasional Ujian;

6) melaporkan pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan
pada setiap awal dan akhir pelaksanaan Ujian kepada Ketua DPKP rnelalui
Ketua Il.

Wakil Ketua PUKP- KAPIN, mempunyai tugas dan wewenang membantu tugas-
tugas Ketua PUKP- KAPIN, dan bertindak atas nama Ketua apabile Ketua
Berhalangan.
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Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1)
2)
3)

4)

SALINAN sesu
Kepala'Biro-H

mengadministrasikan seluruh pelaksanaan Ujian;

menggandakan naskah Ujian,

merencanakan anggaran operasional Ujian dan mempertan.ggung
jawabkannya kepada Ketua PUKP- KAPIN;

melaporkan semua kegiatan pelaksanaan Ujian kepada Ketua FPUKP-

KAPIN.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

M. HATTA RAJASA
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LAMPIRAN lil PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 27 Januari 2005

PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN AHLI NAUTIKA/
TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN

A. Pengaturan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Trgkat |
(ANKAPIN 1) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat | (ATKAPIN 1), s=bagai
berikut :

1. pemilik ljazah minimum Diploma 3 (D3) Perikanan Program Studi Penang kapan
Ikan atau Permesinan Perikanan dengan pengalaman berlayar di kapal
penangkap ikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2. memiliki Sertifikat ANKAPIN Il atau ATKAPIN |l dan pendidikan formal n inimal
SLTP atau sederajat, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pe | atihan
Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan selama 6 (enam) bular serta
mempunyai pengalaman berlayar sebagai perwira kapal penangkap ikan
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;

3. pemilik ljazah Sarjana atau Sarjana Muda Perikanan Program  Studi
Penangkapan l|kan atau Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan atau
Permesinan, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan K= ahlian
Pelaut Kapal Penangkap lkan selama 12 (duabelas ) bulan serta mem punyai
pengalaman berlayar di kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya ‘= (dua
belas) bulan;

4.  berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;

5. memiliki surat keterangan sehat mata dan telinga dari Rumah Saki  atau
dokter yang ditunjuk.

B. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tin-gkat Il
(ANKAPIN 1) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Il (ATKA= IN II),
sebagai berikut :

1. pemilik ljazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Studi Penang kapan
Ilkan atau Permesinan Perikanan atau sederajat dengan pengalaman te=rlayar
di kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau

2. memiliki Sertifikat ANKAPIN |l atau ATKAPIN Ill dengan pendidikan $ ekolah
Dasar atau sederajat, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pe | atihan
Keahlian Pelaut Kapal Penangkap lkan selama 3 (tiga) bulan serta men punyai
pengalaman berlayar sebagai perwira pada kapal penangkap ikan sek urang-
kurangnya 24 (duapuluh empat) bulan; atau
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pemilik ljazah SMU atau SMK Jurusan Mesin atau Listrik atau yang sederajat
yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal
Penangkap lkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, serta mempunyai
pengalaman berlayar di kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 24 (dua
puluh empat) bulan; atau

berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;

memiliki surat keterangan sehat mata dan telinga dari Rumah Sakit atau dokter
yang ditunjuk.

C. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat
[l (ANKAPIN Ill) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat Il (ATKAPIN IlI),
sebagai berikut :

1.

A

memiliki ljazah Sekolah Dasar atau yang sedrajat;

mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut Kapal
Penangkap Ikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan serta memiliki pengalaman
berlayar di kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat)
bulan;

berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;

memiliki surat keterangan sehat mata dan telinga dari Rumah Sakit atau dokter
yang ditunjuk.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

M. HATTA RAJASA
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LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

KM 9 TAHUN 2005
: 27 Januari 2005

NOMOR
TANGGAL

MATA UJIAN AHLI NAUTIKA DAN TEKNIKA
KAPAL PENANGKAP IKAN

A.  Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat | (ANKAPIN-I)

MATA UJIAN

METODE UJI~\N

Teori

Pra kitek

. Navigasi dan Penentuan Posisi

0 I G0 P

10.
g &
1.
13.
14.
15.

e Perencanaan Pelayaran

e Pelayaran Astronomi

e Pelayaran Datar

« Navigasi Radar dan Navigasi Elektronik

Dinas Jaga/P2TL

Meteorologi dan Oceanografi

Kompas Magnet dan Kompas Gasing

Komunikasi

Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Penangkap
Ikan

Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap Ikan
Permesinan Kapal Penangkap lkan

Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan

Bahasa Inggris Maritim dan Perikanan

Manajemen Kapal Penangkap lkan

Bahan dan Alat Tangkap

Daerah, Metode dan Teknik Penangkapan
Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan
Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (Code
of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF)

2 2 2 2 2 2L L L2 il o

3 ] ] ] 1
L) O S S S 4

L T e e
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B. Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat II (ANKAPIN - [l)

MATA UJIAN

METODE UJIA N

Teori Prek tek

11
12.
13.
14.

ENFREN

—
Com~Nowm

. Navigasi dan Penentuan Posisi

« Perencanaan Pelayaran
¢ Pelayaran Datar

« Navigasi Radar dan Elektronik
Dinas Jaga/P2TL
Kompas Magnet dan Kompas Gasing

. Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Penangkap

lkan

Komunikasi

Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap lkan
Permesinan Kapal Penangkap lkan

Meteorologi dan Oceanografi

Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan
Bahasa Inggris Maritim dan Perikanan
Manajemen Kapal Perikanan

Bahan dan Alat Tangkap

Daerah, Metoda dan Teknik Penangkapan
Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan
Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (Code
of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF)
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C. Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat 11l (ANKAPIN - 11I)

MATA UJIAN

METODE UJIAN

Teori Prek tek

. Navigasi dan Penentuan Posisi

* Perencanaan Pelayaran
* Pelayaran Datar
« Navigasi Radar dan Elektronik
Dinas Jaga/P2TL
Meteorologi dan Oceanografi
Kompas Magnet
Komunikasi
Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Penangkap
Ikan
Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap lkan
Permesinan Kapal Penangkap lkan
Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan
Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap lkan
Metode dan Teknik Penangkapan
Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan
Penangkapan ikan yang Bertanggung Jawab (Code
of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF)
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D. Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat | (ATKAPIN - 1)

MATA UJIAN

METODE UJIAN

R R L N . e
S th BoRe k) o

—
Cood~NohAWN=

Termodinamika dan Transmisi Panas

Mekanika dan Hidromekanika

Motor Diesel Kapal

Pesawat Bantu Perikanan

liImu Bahan, Bahan Bakar dan Pelumas

Listrik Kapal Penangkap lkan

Sistem Pengendalian dan Otomatisasi
Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap lkan
Mesin Pendingin '

Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan
Instalasi Tenaga Kapal Penangkap lkan
Perawatan dan Perbaikan

Dinas Jaga

Keselamatan Kerja

Teknik Penangkapan

Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan
Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of
Conduct for Responsible Fisheries/CCRF)
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E. Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Il (ATKAPIN - |I)

MATA UJIAN

METODE UJIAN

Tertulis Przeitek

I
N =

—
>

—
CoM~NOOTAWN=

-
o

Motor Diesel Kapal lkan

Instalasi Tenaga Kapal Penangkap lkan
Pesawat Bantu Kapal Penangkap lkan

Listrik Kapal Penangkap Ikan

Mesin Pendingin

Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap lkan
Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan

lImu Bahan, Bahan Bakar dan Pelumas

Sistem Pengendalian dan Otomatisasi

Dinas Jaga

Perawatan dan Perbaikan

Teknik Penangkapan

Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan
Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of
Conduct for Responsible Fisheries/CCRF)
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F.  Ahli Teknika Kapal Penangkap lkan Tingkat Ill (ATKAPIN - 1il)

MATA UJIAN METODE UJIA.N
Tertulis | Kom preh
enssif
1. Motor Induk v \f
2. Pesawat Bantu Kapal Penangkap lkan V ~
3. Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan | ~
4. Listrik Kapal Penangkap lkan ) ~
5. Dinas Jaga | ~
6. Perawatan dan Perbaikan \ ~
7. Keselamatan Tingkat Dasar wJ ~
8. Teknik Penangkapan V N
9. Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan | ~
10. Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of
Conduct for Responsible Fisheries/CCRF) V -
Catatan :
Ujian Praktek : - Lisan
- Simulasi
- Workshop/Laboratorium
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